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Miengingat . I, Undang

BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR /z TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang @ a. bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 17 ayat ()

Peraturan  Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 iemang
Permberian Tunjangan Hart Rava dan Gajl Ketiga Belas kepad
Aparatur  Negara,  Pensiunan,  Penerima Pensiun, Dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu adanva pedoman
dalam pelaksanaannva SCSUA] ketentuan peraturan

perundang undangan;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksuc
dalam hurul a, perlu menctapkan Peraturan Bupat: tentang

Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Ravae dan Gaj
ketiga Belas bagt Pegawail Negeri Sipil Lingkungan Pemerintal

habupaten Sumba Timur;

Undang Nomor 69 Tahun 1958 temang Pembernt ko
Dacrah dacrah Tingkat 11 dalam Wilayah Dacrah dacra;
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tin
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomos
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

160D

2. Lndang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286 );

3. Undang Undang Nomor l Tahun 2004 Lerla:y
Perbendaharaan Negara (Lembaran Nogarsa Repuiblik

Indoncsia Tahun 2004 Nomor o, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indoncesia Nomor 4350)]
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Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tamb e
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1400);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), schagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor
a6H79);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20006 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4570);

Peraturan  Pemerintah Nomor 38  Tahun 2007 tentane
Pembagian  Urusan  Pemcerintahan  Antara  Pemerimtah,
Pemerintahan  Dacrah Provinsi dan Pemcerintahan Daerah
RKabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indoncesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoncsia Nomaor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akumtansi  Pemerintahan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembararn
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan  Pemerintah - Normor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Dacrah  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran  Neoara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan  Pemcerintah - Nomor 12 Tahun 2017 tentane
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan  Pemerintah - Nomor 12 Tahun 2019 wnlang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang entang
Pemberian Tunjangan  Hari Raya Dan Gaji Ketiga  Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6682);

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 77 Tahunf 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah;
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1. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor I Takhun
2008 lenlang Uruisan Pemaorintahan Yang  Monjadi
Kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran ])HL"T&if'.
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 161);

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun
2020 temang Pengelolaan Keuangan Dacrah  (Lembaran
Dacrah kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Sumba Timur Nomor
873,

MEMUTUSKAN :

Menctapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBIRIAN
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJl KETIGA BIELAS KIPADA
PIKGAWAL NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA
DIEWAN PICRWAKILAN RAKYAT DAIRAL LINGRUNGAN
PIEMERINTAH KABUPATIEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Sumba Timur.

2. Pemerintah Dacrah adalah penyelenggaraan urusan
pemeintahan oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan
Rakvat Dacrah menurutl asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan  prinsip otonomi  scluas luasnya  dalam  sistem  dan
prinsip Negara Kesatuan Republik  Indoncesia  sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Imdonesia Tahun 1915,

e

Pemerintah Dacrah  adalah Pemerintah Kabupaten  Sumba

Timur.

4. Bupati adalah Bupati Sumba Timur,

O, Sckretaris Dacrah, vang sclanjutnyva discebut Sckda adalah
Sckretaris Dacrah Kabupaten Sumba Timur.

6. Pegawail Negeri Sipil vang sclanjutnyva disingkat PNS adalah

warga ncgara  Indoncsia vang  memenuht  osyarat  tertentu,

diangkat scbagal Aparatur Sipil Negara sccara letap olen

Pejabat Pembina  Kepegawalan  untuk  menduduk:  jabatan

pemerintahan
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Pegawail Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang selanjuinya

disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia vang memenuhi

svarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk

Jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan Luga s

Jabatan pemerintahan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah vang sclanjutnya

disingkat Anggota DPRD  adalah Anggota DPRD Kabupaten

Sumba Timur.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

. Pimpinan Badan Lavanan Umum/Badan Lavanan Umum
Dacrah: dan

b. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara vang bertugas
pada  Instansi  Pemerintah yang  mencrapkan  pola
pengelolaan kcuangan  Badan Layanan  Umum/Badan
Layanan Umum Dacrah

Hari Raya adalah hari raya Idul i,

Tunjangan adalah Pembayaran vang dilakukan secara teratur

kepada karvawan vang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

Gaji adalah hak pegawai vang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk  uang schagai imbalan  dari pemberi kerja kepada

pegawal yang  dilctapkan  dan  dibavarkan menurut suanu

perjanjian kerja,  kesepakatan  atau peraturan perundang

undangan.

Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sumba

Timur yang sclanjutnva discbut  APBD Kabupaten Sumba

Timur, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah dacrah

vang dibahas dan disctujui bersama  oleh pemerintah dan

DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan dacrah.

Pendapatan Dacrah adalah hak Pemerintah Dacrah yvang diaku:

schagal penambah nilai kekavaan bersih,

Belanja Dacrah adalah kewajiban Pemerintah Dacrah yang

diakui scbagai pengurang nilai kekavaan bersih,

Pembiayaan dacrah  adalah  semua pencerimaan  yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran vang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran  vang bersangkutan

maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Surat Perintah Membayar yang sclanjutnya disebut SPM adalah

dokumen vang diterbitkan  oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk

untuk  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari Dokwmen

Pelaksanaan  Anggaran (DPA)  atau  dokumen  lain VAang

dipersamakan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya discbut SP20)

adalah dokumen vang digunakan schagai dagar pencairan dana

vang diterbitkan olch BUD berdasarkan SPu.



BAB II
PENERIMA TUNJANGAN HAR] RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

;I-'I"\(!i
(1 Penerima Gaji Keniga Belas dan Tunjangatn Hari Rava vigw
Bersuimber dart APRD adalah

| ] "N o

oo Pt Negara, dan

. Ketua, Wakil ketua, dan Anesota DPRD

PN sebagatimana chimaksud pada avat (1) laoal o tern
PNS vane  ditempatkan atau dittgeesskan o Lok

crTeer bl 1o

v dlitein et Kan atany ditueaskonr dn luar Pesierima
Pacriabhe vione vapinya dlibavar oleb instanst indoaknea:
PNS%  sane diberbicmikan sementinag Rarenas

N v '} ¥ ¥ '
men jadl Komustoner atan angeota lermbaga non sirakior

b PNS

PCDCTIvG Cames TUesads o

catlom NS

(4 PPPK sebawaaniana dunsilosid poder avat (1) barul boada
Pesawni oy lingkungan  Pemaerotah Daeraly vang telah
menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki
kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinvatakan berhak
menerima Tunjangan Hari Rava dan/atau Gaji Ketiga Belas.

1 Pojatut Neoors sebapaniana Jmadeand 18 B e AP
tepdir dar:
fooBupain dan
b, Wakil Bupat

(3} PNS sebaganmana padas avat (1) hurad o tdak termasol P

ari sedang wmerakoon et obr e rangeiinoan megan

BAB III
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3
(1) Gaji ketiga belas bagi PNS, PPPR, Bupan done Wil i ‘
hetua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD, Punpinan B

Lavatan Ulonenm / Baddein Lavanan Umum Dacrab dan Pesow 4

a1 Peoaaag Aparatur siptl Negara se'baaaimans chimaksd
dolame Pasal 7 avat () diberkan sebesor penvhosilan

bor by Agored Talivn 2021,

(2)  Dalany hal penghasilan pada bulan April sebaim
Bmaksucd avat (1) belung dibayvan kan sebesar penshasitan
seharusnyva dicerima kiarena borubahnyvae penghasilans, o el

VT D ?"~--‘:1‘\zf|u'w!.\r‘ Lentiers Liberilean sebsth belurnean
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Plesrbisrsiloene sttt Jdimio sl piler oyl

i :
i Ui

bagl NS PPPR. Bapent dan Wkl Bupati. Ketwie Wakal Kot

dan Angeot DPRD. Piinpinan Badan Lo, i Lo, 1
I

vittan Unnues Dacrah dan Pesawai Nore Peoaw o At

Aipnl Newgara paling bhanvik mehiputi gyl pokok,  Tanjanearn

lreluarga, dany tungimgan pbiton atau T damean L.

Pasal A1

Tunangan Har Rave oo Ciaaji et Belas seieonn

clrrvaniosi ol odar ki Piesa] 2w g

L (D) vallu sebesar penghiasal o

(et i) budan pada T (satu) bulan sebelum balan Hari Rava

Dalam Tl penghasilan 1 (sat) bulan pada | (sata) buolan

sebelum bulan Hart Rava sebasaimana gk el Pl s

el dibavarkan seboesar penghasilan coane sehorisod
diterima Korenae berabuodye penghisslan. kepada s
Dersanglkotan vetap diberikon Selisihe kebwranean Vol rie

Flarl Rava dan Gt Retiga Belas,

Pasal 5

Funjangan Hart Rava dan Gaji ketign Belas soboomn

curiadesued dadant Pasal 5 aval (1) dan Pasal 3 avar (1) dibeerhoon

sehagan berikut:

PNS melipult gaji pokol, tumangan keloaraa 1o
pangan dalam bentuk Gang, dan Wuraiiean fsaban s s
TN jangan uanm:

PPPRK michiputt eapl pokok. tanjangan Kebtiiraa, oo
pangan dalam bentuk vang, dan tunjangan jabatan anan
POVt LI

Bupatt dan Wakil Bupats melipati s Porkerk i e
keluaraa,  ranjanean pangan  daleun etk sane aan
Lurjangan jabatan;

Retua, Walkil ket dan Anggota DPRD paling banvalk
schesar  akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan
Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Angeol:
Dewan Perwakilan Rolkyvit Dacral sesuai denvan keteni
perasturan  perutdang-undangan  vang  menzalug SEEN
keuangan dan administratif Pimpinan dan Angeota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah:

Calon PNS meliputi 80% (delapan puluh persen) dor
pokok PNS tanmnean kelvarea, taniamean [ RE L ER RIS FAR IR
DT MR Bl b0, ahetid 1B e et U TR, 4 e

Pimpinan Badan Lavanan Umuamy/ Badan Lavanan moon
Dacrah dan Pegawa Non Pegawai Aparalur Sipil Newoo
vang bertugas pada Instansi Pemerintaly vang meneraplkan
pola peingelolaan keuangan Badan Lavanan Uminw f Badoo

| £y
wowe hesar T

Lavanan Umuam Dacrah paling bany e
Har Raviedan Gap Ketiga Belas vang diberikan kepada P8
pada  Badan  Lavanan  Umum/Badun Lavanan Ui
Daerab tersebut vang permekal jabatannva atau sraerv

sSeliari
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N

Caapr pokok, Tty el FELRLerti i Aevssturs bl

|
bentuk uane. dan Pijangam palbatan it PLLD T gty
sehagamanae dimalosued pada avatl (1) merupakan vaji provkonds
PLEnfrengan keluarsa, Pimamein pangan dalam beoeols

dion raninenn Jabairan gt CELERPRNR L L0 s s e i o
chatvre dadam peraturan prrtidang tndarsan mwensen i )|
Panjanigan jabatan sebagnimang dimaksycd pada aval (1) b
@ terclirt dart

daotungangen jabotan strukiurals dan

bo runjangan yabaran hingsiona):
Penghasilan sebagimana  dimaksid padia avar o
dikenakan  poronean wran  danfatag potonean Bon
berdasarkan ketentuan peraturan perumndang-undanean
Penghasilin sebagaimana dimaksid Padi avar (1) dikenado oe
pagak penghasidan seswn ketentuan Peratirigr pertndane

nndatgan dan ditangeung perocerint il
Pasal £

Dalam hal PNS Jupant, Wakil Bupati, Ketus, Wl
Ietwa,  dan Angeota [DIPRE, l’i|1‘1|u11.m Badkag Foaaning
Umum/Badan Lavanan Umum  Daeralby dan Pegron i
Pegawal Aparatur Sipil Negara menerima lebih dori | (st} Crap
hetiga Belas sebaguimana diimaksyd dalam Pasal 7 ayan

Giaji Ketiwa Belas diberikan salaly sal Vet Juidabivvar guela

Dalam  hal  Aparatur Negara sekaligus sebaga Penering
Pensiun, dan/atau sebagan Penerima Tunjangan, Gap hetea
Belis vang dibayarkan:
e G Weviga Bedos sehsgar Apaeatur Newsose dios
b Gagi Ketiga Belas sebagat Peiwrina Pession o
hetiga Belis scebagan penering Frnjanegan.
Apabila PNS, PPPK, Bupati, Wakil Bupati, hetua, Wakil ket
dan Angoota DPRD, Pimpinan Badan Lavanan U, B
Lavanan Umum Daerah dan Pegawal Non-Pegavwat Aparat i
sl Negors menormes lebib dar sonn s puped s
Eelebihan pembivaran terselbss TP any o sn sy
mengembalikan kepada Negaral sesua dengan  ketent oo

peraturan perumdang undang o,



BAB 1V
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Rava seds g o |

(SR |

dibavarkan paling cepat 10 (sepuluh) har

tanggal Hari Rava.

kerja sebelun

(2)  Dalam hal Tunjangan Iari Rava schagaimana dimaksud Percla
avat (1) belum dapat dibavarkan, Tunjangan

Hari Rava dapa
dibavarkan scielah langag;

U Heari Rava.

Pasal 8

(1) (Y . T LT e ot
! vl i il ! Ledi {40 Fvgrag 1:q]
(2) '
L
Pasal 9
(1) Penerima gaji terusan PNS vang meninggal dunia atau tewas

diberikan Tunjangan Hari Rava Dan Gajl Keuga Belas vaiu

schesar penghasilan | (satu) bulan gaji terusan pada | (sa

i
et |

L)

bulan scbelum bulan Hari Raya.

(2) Penerima gaji PNS vang dinyatakan hilang  diberikan
Tunjangan Hari Rava Dan Gaji Ketiga Belas vaitu sebesa
penghasilan 1 (satu) bulan gajl lerusan pada | (satu) bulan
sebelum bulan Hari Rava,

BAB V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan
Har Rava Dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.,

Pasal 11

Anggaran vang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati inj

dibebankan  pada  Angearan Pendapatan  dan Belanja  Daerah
kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 20.2 |



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggeal diundangkan,
Agar scliap orang mengelahuinva, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya dalam Beritg Dacrah

Kabupaten Sumba Timur.

!
Ditctapkan di Waingapu
pada tanggal, 2 Met 202

+ BUPATI SUMBA. TI'MUR/d

1, KHRISTOFEL ING
Diundangkan di Wamgapu
pada langual 2 ‘/5/ 202

SEKRETARIS DAERAH
L/ KABUPATEN SUMBA TIMUR, ¥

DOMU WARAN

\/HHI%I'E‘/\ DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 12



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR /2 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN
KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

UMUM

Pandemik Corona Virus Discase 2019 (COVID 19) 1elah membawa
implikasi signifikan bagi perckonomian schagian besar negara di seluruh
dunia, termasuk  Indonesia. Untuk  itu pemerintah telah mengambil
kebijakan pengamanan sosial, dengan mercalokasi anggaran (refocusing
pada penanganan  penyebaran  COVID 19 beserta lampak  sosial
ckonominya. Salah satu upava vang dilakukan pemcerintah, yaitu dengan
memberikan stimulus fiskal berupa insentif kepada masyarakal agar (o]

laya belinya.

Pemberian Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas merupakan
salah satu upayva pemerintah dalam menjaga dava beli dalam pemenuhan
scgala kebutuhan bagi PNS scbagal wujud apresiasi dan perlindungan

pemerintah atas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pemberian Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas merupakan
kebijakan pemerintah schagai penghargaan atas kontribusi PNS khususiva
yang sctara jabatan administrator ke bawah., Namun demikian bagi PNS
vang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah
salu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS terscebut juga scbagai
Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka
kepada vang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas  sckaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima
Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas

Penerima Tunjangan janda/duda.

Penctapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan
landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya bagi

PNS dan pegawal lainnya



L. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Avat (1)
Cukup jelas.
Avial (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “gaji pokok” adalah gaji pokok scbagaimana

diatur dalam peraturan perundang undangan tentang el

Yang dimaksud dengan “tunjangan kcluarga” adalah tunjangan
keluarga  schagaimana  diatur  dalam peraturan  perundang

undangan tentang gaji.

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah tunjangan
pangan atau  vang  discbul  juga  schagai lunjangan  beras
schagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan tentane

gajl.

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah Lun jangai

Jubatan scbhagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan

tenmang gaji.

Tunjangan  jabatan  meliput lunjangan  jabatan  struktural
tunjangan jabatan fungsional, dan lunjangan vang dipersamakan

dengan tunjangan jabatan.

Yang dimaksud dengan “tunjangan umum”  adalah tunjangan
umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
tentang gaji.
Avat (4)
Cukup jelas
Aval (5)
Cukup jelas
Yasal 4
Cukup jelas.
Pasal &
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jolas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jolas,
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.

\J'l'/\MH/\H/\.\ BLERITA DAKRAHN KABUPATIEN SUMBA TIMUR NOMOR 8g9



